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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menurut perspektif kesatuan konsep Sistem 
Peradilan Pidana dan mengetahui kebenaran  akan keberadaan Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam mewujudkan tujuan akhir Sistem Peradilan 
Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris normatif. Lokasi 
penelitian ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Jenis data yang 
dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data yang 
digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.Teknik 
pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi lapangan dengan cara 
wawancara dan studi kepustakaan dengan cara mempelajari. dokumen-dokumen, 
buku-buku,perundang-undangan dan hasil penelitian yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif dengan 
model interaktif. 
 Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa proses peranan Lembaga 
pemasyarakatan Anak Kutoarjo menurut perspektif kesatuan konsep Sistem 
Peradilan Pidana dalam pembinaan Anak Pidana adalah memberikan pembinan 
sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, prinsip-prinsip pokok 
pemasyarakatan dan sistem pembinaan pemasyarakatan yang telah ditentukan. 
Sebagai wujud dari pelaksanaan peranannya, Lembaga Pemasyarakatan 
memberikan program pembinaan meliputi kegiatan belajar mengajar berupa 
kelompok belajar (kejar paket), pendidikan agama,pendidikan olahraga dan 
rekresi, asimilasi, cuti menjenguk keluarga, pelepasan bersyarat , cuti menjelang 
bebas, perpustakaan dan upaya harmonisasi Anak Pidana dengan keluarga atau 
badan sosial. Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan,  Lembaga  
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menyediakan unsur-unsur penunjang seperti 
pelayanan kesehatan dan pelayanan makanan. Pembinaan Anak Pidana yang 
dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo terbukti telah 
berhasil mewujudkan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana. Hal ini dibuktikan 
dari prosentase Anak Pidana yang menjadi residivis di Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Kutoarjo dalam kurun waktu 15 bulan ( Januari 2005 – Maret 2006)  yang 
relatif rendah yaitu sebesar 12,8 %. 
 Implikasi teoritis penelitian ini dimasukkannya Lembaga Pemasyarakatan 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti halnya 
institusi penegak hukum lain yang telah diatur di KUHAP yaitu kepolisian, 
kejaksaan dan pengadilan, sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian 
ini dapat digunakan sebagai rujukan pembinaan Anak Pidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. 





A. Latar Belakang Masalah 
Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peranan generasi 
muda sebagai tonggak penerus bangsa. Anak merupakan bagian dari generasi 
muda yang diharapkan mampu membawa bangsa kearah yang lebih baik di masa 
mendatang, oleh karena  itu diperlukan anak bangsa yang mempunyai mental 
yang tangguh serta mempunyai potensi tinggi dalam mengisi pembangunan. 
Untuk dapat  menciptakan generasi muda yang tangguh, maka perlu adanya 
pembinaan  yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan 
sosial secara utuh dan menyeluruh bagi anak serta diperlukan perlindungan bagi 
anak agar terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan anak. 
Dalam memberikan pembinaan dan perlindungan anak terdapat hambatan-
hambatan antara lain perilaku menyimpang anak yang dapat merugikan dirinya 
sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dinilai oleh orang dewasa sebagai 
perbuatan nakal. Kenakalan – kenakalan  tersebut muncul sebagai bentuk 
ketidakstabilan mental dan sikap anak dalam menyikapi lingkungan pergaulannya.   
Kenakalan anak dapat disebabkan oleh banyak faktor, ada yang berasal 
dari dalam diri si anak (faktor internal) maupun faktor yang berasal dari luar diri 
si anak (faktor eksternal). Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kenakalan 
anak antara lain yaitu kurangnya kasih sayang dari keluarga, pendidikan yang 
rendah, perhatian yang kurang dari orang tua dan lain sebagainya. Sedangkan 
faktor eksternal antara lain berasal dari adanya dampak negatif dari pembangunan, 
kemajuan di segala bidang terutama di bidang informasi dan telekomunikasi, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain sebagainya. Faktor-faktor 
tersebut dapat menyebabkan perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap 
perilaku anak, apabila tanpa disertai kesiapan pendidikan mental yang matang. 
Kenakalan anak dapat dibedakan menjadi kenakalan anak biasa dan 
kenakalan anak yang termasuk tindak pidana. Kenakalan anak biasa antara lain 
mencoret – coret tembok orang lain, mengendarai kendaraan dengan kecepatan 
kencang di jalan umum, bermain gitar sampai tengah malam dan sebagainya. 
Sedangkan kenakalan anak yang termasuk tindak pidana antara lain mencuri, 
menganiaya dan perbuatan lain yang diancam dengan hukuman pidana.  
Akhir-akhir ini sering kita lihat kenakalan anak yang merupakan tindak 
pidana dalam tayangan televisi seperti pencurian, penipuan, penyalahgunaan obat 
terlarang dan narkotika, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan. Meningkatnya 
kenakalan anak yang merupakan tindak pidana atau dalam Undang-Undang 
Peradilan Anak disebut perkara anak nakal, baik dari segi kualiatas maupun 
kuantitas merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan, karena anak adalah 
aset bangsa yang sangat berharga. Untuk itu perlu ada upaya penanggulangan 
terhadap perkara anak nakal tersebut.  
Upaya penanggulangan perkara anak harus dibedakan dengan 
penanganan perkara dewasa agar kepentingan anak dapat dilindungi mengingat 
anak mempunyai mental dan pola pikir dan fisik yang berbeda dengan orang 
dewasa. Perlakuan khusus terhadap perkara anak diatur dalam Undang- Undang 
Peradilan Anak dan Undang- Undang Pemasyarakatan. Salah satu upaya untuk 
melindungi kepentingan anak adalah adanya pemisahan antara Lembaga 
Pemasyarakatan untuk membina anak yang berstatus narapidana atau disebut 
Anak Pidana dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk membina narapidana 
dewasa. 
Lembaga Permasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam 
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan 
terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan 
hukum  sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri 
dari 4 komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, 
sub sistem pengadilan dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. 
Sistem Peradilan Pidana terbagi manjadi 3 tahap yaitu tahap sebelum 
sidang pengadilan (pra adjudikasi), tahap sidang pengadilan (adjudikasi), dan 
tahap setelah pengadilan (post adjudikasi). Dalam mekanisme Sistem Peradilan 
Pidana mensyaratkan adanya kerjasama antar sub sistem agar Sistem Peradilan 
Pidana dapat berjalan dengan baik. Keempat sub sistem dalam Sistem Peradilan 
Pidana mempunyai tugas yang berbeda-beda namun keempat sub sistem tersebut 
mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai hubungan yang sangat erat. 
Apabila salah satu sub sistem ada yang tidak menjalankan tugas sebagaimana 
mestinya dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan. 
Lembaga Permasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang 
langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, 
mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem 
Peradilan Pidana. Lembaga Permasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan 
tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Lembaga 
Permasyarakatan yang digunakan untuk membina anak yang berstatus narapidana 
dipisahkan dengan Lembaga Permasyarakatan untuk narapidana dewasa. Hal ini 
dilakukan karena  anak mempunyai sifat dan ciri yang khas yang berbeda dengan 
orang dewasa sehingga jika dicampur dengan narapidana dewasa, dikhawatirkan 
akan memberikan pengaruh buruk terhadap anak tersebut, misalnya adanya 
tekanan atau kekerasan dari narapidana dewasa yang dapat mempengaruhi 
perkembangan fisik dan mental anak yang berstatus narapidana. Anak yang dibina 
dan dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebut Anak Didik  
Pemasyarakatan. Anak Didik  Pemasyarakatan terdiri atas Anak Pidana, Anak 
Sipil dan Anak Negara. Tidak semua Anak Didik Pemasyarakatan adalah 
narapidana anak, hanya  Anak Pidana dijatuhi putusan hakim untuk menjalani 
pidana di Lembaga Permasyarakatan Anak. Istilah Anak Pidana digunakan untuk 
menggantikan istilah narapidana anak yang dapat memberikan kesan tidak 
menyenangkan bagi anak. Pembinaan terhadap Anak Pidana harus mendapat 
perhatian yang besar agar Anak Pidana tersebut dapat menyadari kesalahan-
kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulangi tindak pidana yang 
pernah ia lakukan. Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Permasyarakatan Anak 
merupakan salah satu langkah dalam merubah  pribadi Anak Pidana untuk 
menjadi anak yang lebih baik lagi.  
Lembaga Permasyarakatan Anak Kutoarjo merupakan salah satu Lembaga 
Permasyarakatan Anak yang ada di Indonesia. Dengan mendasarkan data utama 
dari Lembaga Permasyarakatan Anak Kutoarjo, maka dalam penulisan skripsi ini 
penulis mengambil judul : 
 “PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF 
KESATUAN KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS 
PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN 
ANAK KUTOARJO)” 
 
B.  Pembatasan Masalah 
 Agar penelitian ini mengarah pada permasalahan dan tidak menyimpang 
dari pokok pembahasan yang hendak di teliti oleh penulis, maka perlu adanya 
pembatasan masalah. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membatasi masalah 
hanya tentang pembinaan terhadap Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Kutoarjo. 
 
C. Perumusan Masalah 
1. Bagaimana peranan Lembaga Permasyarakatan dalam pembinaan Anak 
Pidana di Lembaga Permasyarakatan Anak Kutoarjo menurut perspektif 
kesatuan konsep Sistem Peradilan Pidana? 
2. Benarkah keberadaan Lembaga Permasyarakatan Anak Kutoarjo dalam 
melaksanakan peranannya telah mewujudkan tujuan akhir Sistem 
Peradilan Pidana ? 
 
D. Tujuan Penelitian  
Setiap penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai agar lebih 
terarah dan mengenai sasaran. Dalam hal ini tujuan penelitian yang dimaksudkan 
penulis adalah sebagai berikut : 
1.   Tujuan Obyektif 
a. Mengetahui peranan Lembaga Permasyarakatan dalam pembinaan 
Anak Pidana di Lembaga Permasyarakatan Anak Kutoarjo menurut 
perspektif  Sistem Peradilan Pidana. 
b. Mengetahui apakah benar keberadaan Lembaga Permasyarakatan 
Anak Kutoarjo dalam melaksanakan peranannya telah mewujudkan 
tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana. 
 
2.   Tujuan Subyektif 
a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian. 
b. Memperoleh serta mengembangkan pemahaman aspek hukum dalam 
teori maupun praktek. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Mengembangkan dan memperkaya pemikiran di bidang hukum acara 
pidana terutama yang berhubungan dengan peranan Lembaga 
Permasyarakatan Anak dalam pembinaan Anak Pidana menurut 
perspektif kesatuan konsep Sistem Peradilan Pidana. 
b. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai peranan Lembaga 
Permasyarakatan Anak dalam pembinaan Anak Pidana sebagai bahan 
pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut, 
khususnya oleh mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat luas pada 
umumnya. 
2. Manfaat praktis 
Membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan 
bagi petugas Lembaga Permasyarakatan Anak Kutoarjo dalam melakukan 
pembinaan terhadap Anak Pidana. 
  
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian diperlukan untuk memberikan pedoman tentang      
cara–cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisis dan memahami 
penelitian yang dilakukan. 
Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian mempunyai peranan 
sebagai berikut: 
1. Menambah kemampuan para ilmuan untuk mengadakan atau 
melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap. 
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal – hal yang 
belum diketahui. 
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian 
inter disipliner. 
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan 
pengetahuan (Soerjono Soekanto,1986:7). 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan 
suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris normatif yaitu 
penelitian yang mempergunakan data primer sebagai data utama dan 
didukung dengan data sekunder. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan  Anak Kutoarjo 
Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah. 
3. Jenis dan Sumber Data 
a)  Jenis Data 
  (1)   Data Primer 
  Data primer adalah data yang diperoleh dari responden secara 
langsung. Yaitu dari para pihak yang terkait dengan permasalahan 
yang diteliti dalam hal ini adalah Petugas Pemasyarakatan di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. 
(2)   Data Sekunder  
  Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 
diperoleh melalui bahan-bahan dokumen,, literatur,perundang-
undangan dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. 
b)  Sumber Data 
(1)   Sumber Data Primer 
 Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 
langsung di lapangan, dalam hal ini adalah data-data dan 
informasi dari para Petugas Pemasyarakatan di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. 
(2) Sumber Data Sekunder 
Sumber data yang diperoleh dari kepustakaan antara lain buku-
buku, laporan penelitian,perundang-undangan  serta dokumen lain 
yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a)   Studi lapangan (field research) 
     Yaitu teknik pengumpulan data dengan terjun langsung pada 
obyek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal ini 
dimaksudkan untuk mendapatkan data yang valid. Studi lapangan 
dilakukan dengan cara wawancara.Wawancara yaitu teknik 
pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau 
informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek 
yang diteliti. 
b)  Studi Kepustakaan  
  Yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan 
data dengan jalan mempelajari buku-buku, arsip-arsip, dokumen-
dokumen, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lain yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
5. Teknik Analisis Data 
 Analisis data pada penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui 
pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan 
deskriptif analisa yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau 
lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai 
suatu yang utuh. 
 Analisis yang penulis gunakan adalah analisis interaktif, yaitu model 
analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut 
sehingga data-data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang 
lainnya secara sistematis (H.B Sutopo, 2002 : 96 ) 
Metode Analisis Interaktif digambarkan sebagai berikut:  
 
 
 Gambar 1.1 Skema Metode Analisis Interaktif 
Keterangan Skema:  
Setelah data terkumpul kemudian direduksi dengan seleksi dan 
penyederhanaan  secara terus menerus selama pemilihan kemudian  kita ambil 
kesimpulan. Tahap-tahap ini tidak harus urut, misalnya kita memperoleh data 





kita sampai pada tahap penarikan kesimpulan kita mengalami kesulitan karena 
kekurangan data maka kita dapat kembali ke tahap pengumpulan data. Jadi antara 
tahap satu dengan tahap yang lain tidak harus berurutan tapi berhubungan terus 
dengan membentuk siklus 
G. Sistematika Skripsi 
BAB I    :  PENDAHULUAN 
Pada bab ini dipaparkan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian dan sistematika skripsi. 
 BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dipaparkan tentang kerangka teori dan kerangka 
pemikiran. Kerangka teori berisi kajian pustaka dan teori yang 
berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti yaitu terdiri atas 
tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan, tinjauan umum 
tentang Anak Pidana, tinjauan umum tentang pembinaan dan 
tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana sedangkan 
kerangka pemikiran memaparkan ide dilakukannya penelitian, 
paparan permasalahan serta hasil penelitian yang diharapkan. 
  
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN KESIMPULAN 
Pada bab ini penulis lebih jauh akan membahas mengenai peranan 
Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan Anak Pidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam perspektif 
kesatuan konsep Sistem Peradilan Pidana dan apakah benar 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam melaksanakan 
peranaannya telah mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana.  
 
BAB IV : PENUTUP  
Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini maka dalam bab ini 




A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan 
a) Sejarah Perkembangan Pemasyarakatan di Indonesia  
Bentuk perkembangan Permasyarakatan berhubungan erat 
dengan bentuk tujuan pemidanaan. Dalam perkembangan tujuan 
pemidanaan, muncul beberapa teori-teori mengenai tujuan 
pemidanaan. 
Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan 
pidana : 
1. Teori absolut atau teori pembalasan (Vergeldingstheorien)  
2. Teori relatif atau tujuan (Doeltheorien)  
3. Teori gabungan (Verenigingstheorien) 
                        (Andi Hamzah, 1993: 26) 
Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah  bertujuan 
untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan sendirilah 
yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana 
secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu 
untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan 
harus berakibat dijatuhkan pidana pada pelanggar. (Andi Hamzah, 
1994:31) 
Menurut teori relatif, pidana dimaksudkan untuk suatu tujuan 
yang bermanfaat yaitu melindungi masyarakat dan memberikan 
pengayoman. Dalam teori ini terdapat prevensi khusus dan prevensi 
umum. Prevensi khusus bertujuan mencegah niat buruk pelaku tindak 
pidana untuk tidak mengulangi tindak pidana yang pernah 
dilakukannya sedangkan prevensi umum bertujuan agar orang-orang 
pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. 
Tujuan dijatuhkannya pidana menurut teori gabungan tidak 
hanya sekedar untuk pembalasan semata tetapi juga dimaksudkan 
untuk tujuan yang bermanfaat. Jadi selain untuk membalas perbuatan 
pelaku tindak pidana, penjatuhan pidana juga bertujuan agar pelaku 
tindak pidana tidak mengulangi kesalahannya yang pernah 
diperbuatnya dan mencegah agar orang-orang pada umumnya tidak 
melakukan tindak pidana.  
Sebelumnya Permasyarakatan dikenal dengan sistem kepenjaraan 
atau pidana pencabutan kemerdekaan. Pencabutan kemerdekaan 
merupakan jenis pidana yang memegang peran penting selama 
beberapa abad terakhir ini yang lazim disebut pidana penjara. 
Di Indonesia sistem pemenjaraan baru dikenal pada zaman 
penjajahan. Pada zaman VOC pun belum dikenal penjara seperti 
sekarang, yang ada ialah rumah tahanan yang diperuntukan bagi 
wanita tunasusila, pengangguran, gelandangan, pemabuk dan 
sebagainya. Diberikan pula pekerjaan dan pendidikan agama. Tetapi 
hanya ada di Batavia, terkenal dengan Spinhuis dan Rasphuis. (Andi 
Hamzah, 1993:109). 
Pembinaan Narapidana di Indonesia secara konstitusional dikenal 
sejak berlakunya Reglemen Penjara (Gesichten Reglement 1917 
Nomor 708) yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai 
realisasi ketentuan pidana penjara yang terkandung dalam Pasal 10 
KUHP. Sistem pemenjaraan ini sangat menekankan unsur pembalasan 
semata terhadap pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana jera. 
Kesan pembalasan yang menjiwai peraturan kepenjaraan telihat dari 
ketidak jelasan arah dan tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan 
pidana. Selain itu juga terlihat dari adanya kewajiban narapidana untuk 
mengikuti pekerjaan baik didalam maupun diluar penjara. Institusi 
yang digunakan pada sistem pemenjaraan adalah rumah penjara bagi 
narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. 
Pola pembinaan narapidana mengalami pembaharuan sejak 
dikenal gagasan pemasyarakatan yang dikemukakan oleh  Sahardjo,  
pada  pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang 
ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Dalam 
pidatonya beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara 
sebagai berikut :  
a. Tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita 
pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, 
membimbing terpidana bertobat, mendidik supaya ia menjadi 
seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.  
b. Tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan. (Sahardjo 
dalam Muladi, 1992:73). 
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud pemasyarakatan adalah 
kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 
berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pemidanaan yang 
merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan 
pidana. 
Gagasan pemasyarakatan pada hakekatnya bersumber pada 
falsafah pembinaan narapidana yang dikemukakan oleh Sahardjo,  
bahwa ”…narapidana bukanlah orang hukuman melainkan orang 
tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat 
tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan melalui bimbingan.” 
(Sahardjo dalam Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, 
1995:38). 
Dari gagasan pemasyarakatan tersebut, sejak tahun 1964 
pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan 
mengalami perubahan secara mendasar, yaitu dari sistem pemenjaraan 
menjadi sistem pemasyarakatan. Pengertian Sistem Pemasyarakatan 
menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 
adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga 
Binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 
pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara 
wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 
Selain perubahan sistem, perubahan yang terjadi juga mencakup 
perubahan institusi yang digunakan dalam pembinaan Narapidana dan 
Anak Didik Pemasyarakatan. Berdasarkan surat Instruksi Kepala 
Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G 8/506/ tanggal 17 Juni 1964, 
Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi 
Lembaga Pemasyarakatan. 
Dengan adanya sistem pemasyarakatan, tujuan pidana penjara 
tidak hanya lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan usaha 
rehabilitasi dan resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga 
Binaan Pemasyarakatan diayomi melalui pembinaan, bimbingan dan 
diberi keterampilan sebagai bekal hidup agar dapat menjadi warga 
yang berguna dalam masyarakat.  
b) Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 
Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana 
dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai  
unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Hukum dan HAM.  
Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten 
atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat 
kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna 
meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh 
keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan 
memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, pertambahan 
penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di 
wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan. 
Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, 
maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok 
yaitu : 
(a) Menurut usia : 
i) Lembaga Pemasyarakatan untuk anak 
ii) Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda 
iii) Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa 
(b) Menurut jenis kelamin 
i) Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita 
ii) Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki 
(c) Menurut kapasitasnya : 
i) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
ii) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 
iii) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III 
(Istianah, 2000 : 21) 
 
c) Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga Pemasyarakatan mempunyai dasar hukum sebagai 
berikut : 
(1) Pancasila 
(2) UUD 1945 
(3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
(4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
(5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan 
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 
(6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Kemasyarakatan 
(7) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-01-PK.04.10 Tahun 
1998 Tentang Ketentuan Mengenai Tugas, Kewajiban, dan Syarat-
syarat Pembimbing Kemasyarakatan 
(8) Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 
Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan 
(9) Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 
Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.       
d) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 
1.   Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan 
 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah unit pelaksana teknis di 
bidang pembinaan  narapidana. Lembaga Pemasyarakatan berada di 
bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah 
Departemen Hukum dan HAM. 
 2  Tugas Lembaga Pemasyarakatan 
 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) bertugas memberikan 
bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan 
klien pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 3 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 
   Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Lembaga 
Pemasyarakatan mempunyai fungsi: 
(a) Lembaga Permasyarakatan dewasa dipergunakan untuk 
penempatan Narapidana   dewasa pria berumur lebih dari 21 
(duapuluh satu) tahun. 
(b) Lembaga Permasyarakatan wanita dipergunakan untuk 
penempatan     Narapidana dewasa wanita yang berumur lebih 
dari 21 (duapuluh satu) tahun. 
(c) Lembaga Permasyarakatan pemuda dipergunakan untuk 
penempatan Narapidana pemuda pria dan wanita yang berumur 
lebih dari 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 (duapuluh 
satu) tahun. 
(d) Lembaga Permasyarakatan Anak (di luar Tangerang) 
dipergunakan untuk penempatan Anak Pidana yang berumur 
sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, Anak Negara dan Anak 
Sipil baik pria maupun wanita. 
(e) Lembaga Permasyarakatan Anak pria Tangerang dipergunakan 
untuk penempatan Anak Pidana yang berumur sampai dengan 18 
(delapan belas) tahun, Anak Negara dan Anak Sipil pria. 
(f) Lembaga Permasyarakatan Anak wanita Tangerang 
dipergunakan untuk penempatan Anak Pidana yang berumur 
sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, Anak Negara dan Anak 
Sipil wanita. 
e) Lembaga Pemasyarakatan Anak  
 Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat untuk membina 
dan mendidik Anak Didik Pemasyarakatan. Ketentuan mengenai 
Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Peradilan Anak diatur sebagai berikut : 
Pasal 60 : 
(1) Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. 
(2) Anak yang ditempatkan di Lembaga sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan 
bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 61 : 
(1) Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) 
tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. 
(2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai 
umur 21 (duapuluh satu) tahun ditempatkan di Lembaga 
Pemasyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 
(duapuluh satu) tahun atau lebih. 
Pasal 62 : 
(1) Anak Pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 dari pidana 
yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan 
berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat. 
(2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah 
pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan yang 
dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. 
(3) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai 
dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang 
harus dijalankannya. 
(4) Dalam pembebasan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat 
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4). 
(5) Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengamat 
Pemasyarakatan. 
 
Pasal 63 : 
 Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak berpendapat 
bahwa Anak Negara setelah menjalani masa pendidikannya dalam 
lembaga paling sedikit  1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga 
tidak menimbulkan pembinaan lagi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan 
dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar 
anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan (4). 
Pasal 64 
Pelaksanaan ketentuan Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
2. Tinjauan Umum Tentang Anak Pidana 
a) Batasan dan Definisi Anak 
Batasan dan definisi anak terdapat dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan yang memberi batasan dan definisi anak. Peraturan 
Perundang – undangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 
(1).  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa dalam menuntut 
orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan 
perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan : 
i) Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada 
orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya tanpa pidana 
apapun, atau 
ii) Memerintahkan supaya yang bersalah diserahakan kepada 
pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan 
merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran. Pasal 489, 
490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 518, 519, 526, 531, 
532, 536 dan 540 KUHP serta belum lewat dua tahun sejak 
dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu 
pelanggaran tersebut di atas dan putusannya menjadi tetap, 
atau 
iii) Menjatuhkan pidana 
 Berdasarkan bunyi Pasal 45 KUHP di atas terlihat bahwa 
KUHP hanya memberi batasan maksimal umur anak sampai 
sebelum 16 tahun dan tidak ada batasan minimal. Pasal tersebut 
juga tidak membatasi tentang sudah kawin atau belum, jadi 
intinya bahwa tergolong anak apabila belum mencapai usia 16 
tahun. 
(2).  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPerdata) 
Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa orang yang 
belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 
21 tahun (duapuluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah 
kawin. 
(3).  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan menyatakan seorang pria hanya 
diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) 
tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) 
tahun. 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 
dikatakan anak apabila belum mencapai usia 19 (sembilan belas) 
tahun.    
(4). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 
Anak 
  Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dikatakan anak 
adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
tahun dan belum pernah kawin. 
(5). Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak. 
  Menurut pasal 1 Undang – Undang Perlindungan Anak 
memberi definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
(6).  Undang-Undang Nomor 3 Tahun  1997 Tentang Peradilan Anak   
  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun  1997 
tentang Peradilan Anak  merumuskan bahwa anak adalah orang 
yang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) 
tahun dan belum pernah kawin. 
 Berdasarkan uraian-uraian mengenai batasan dan definisi anak 
tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud anak 
adalah seseorang sejak dalam kandungan sampai  sebelum berusia 21 
(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 
b) Pengertian Anak Pidana 
Berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan dikenal adanya 3 (tiga) macam Anak 
Didik Pemasyarakatan yaitu : 
(a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
menjalani pidana di Lembaga Pemsyarakatan Anak  paling lama 
sampai berumur 18 (delapan belas) tahun 
(b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga 
Pemsyarakatan Anak  paling lama sampai berumur 18 (delapan 
belas) tahun. 
(c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 
memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga 
Pemsyarakatan Anak  paling lama sampai berumur 18 (delapan 
belas) tahun.. 
 Apabila Anak Pidana yang ditempatkan di Lembaga 
Permasyarakatan Anak telah berumur 18 (delapan belas) dan belum 
selesai menjalankan pidananya di Lembaga Permasyarakatan Anak, 
berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun  1997 tentang 
Peradilan Anak harus dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan tetapi 
karena umur Anak Pidana yang dipindahkan ke Lembaga 
Permasyarakatan belum mencapai usia 21 (dua puluh  satu) tahun 
maka tempatnya dipisah dengan Narapidana yang telah berusia 21 
(duapuluh satu) tahun. Bagi Anak Pidana yang telah menjalani pidana 
2/3 (dua per tiga) dari pidana yang dijatuhkan sekurang-sekurangnya 9 
(sembilan) bulan dan berkelakuan baik dapat diberi pembebasan 
bersyarat dengan ditentukan syarat umum dan syarat khususnya. Hal 
ini diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 
Tahun  1997 tentang Peradilan Anak. 
 Syarat umum yang harus dipenuhi Anak Pidana untuk 
mendapat pembebasan bersyarat yaitu Anak Pidana tidak akan 
melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pembebasan bersyarat 
(Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997). Sedangkan 
syarat khususnya yaitu syarat yang menentukan bahwa untuk 
melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang di tetapkan dalam 
pembebasan bersyarat dengan tetap memperhatikan kebebasan anak 
(Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997). 
 
 
c) Hak dan Kewajiban Anak Pidana 
(1) Hak-hak Anak Pidana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-
Undang  Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
sebagai berikut : 
i) Hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau 
kepercayaannya. 
ii) Hak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun 
jasmani.  
iii) Hak mendapat pendidikan dan  pengajaran. 
iv) Hak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang 
layak. 
v) Hak menyampaikan keluhan. 
vi) Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media 
massa lain yang tidak dilarang. 
vii) Hak menerima kunjungan kelurga, penasehat hukum, atau 
orang tertentu lainnya. 
viii) Hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). 
ix) Hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluarga. 
x) Hak mendapatkan pembebasan  bersyarat 
xi) Hak mendapatkan cuti menjelang bebas. 
xii) Hak mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Kewajiban Anak Pidana 
  Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 
Pemasyarakatan, Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib 
program pembinaan dan kegiatan tertentu. Ketentuan mengenai 
program pembinaan Anak Pidana diatur lebih lanjut oleh 
Peraturan Pemerintah (Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 
Pemasyarakatan ) 
3.  Tinjauan Umum Tentang Pembinaan 
a).  Pengertian Pembinaan  
Pengertian pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 
(a) Proses, pembuatan, cara membina 
(b) Pembaharuan, penyempurnaan 
(c) Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan yang dilakukan 
secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil 
yang lebih baik (Depdikbud, 1989 : 177) 
Pembinaan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk 
meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, 
sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani 
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 
b).  Tujuan Pembinaan 
 Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan 
tujuan pemidanaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur 
tujuan penjatuhan pidana yaitu : 
1). Mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat. 
2). Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian 
menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup 
bermasyarakat. 
3). Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat 
4).  Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.  
(Andi Hamzah, 1993:33). 
 Pembinaan terpidana itu bertujuan agar ia mempunyai 
kesanggupan untuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan 
hubungan hidup sebagai warga masyarakat Indonesia yang 
menghormati hukum, sadar akan bertanggung jawab dan berguna 
(Sudarto, 1986 : 50). 
c).  Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak 
 Pembinaan narapidana harus dilaksanakan sesuai dengan 
prinsip-prinsip pokok dalam pemasyarakatan sebagaimana telah 
dikemukakan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan 
yang pertama pada tanggal 27 April 1964 di Lembang, Bandung. 
Prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan  adalah sebagai berikut: 
(a) Orang yang tersesat diayomi. 
(b) Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam. 
(c) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan 
bimbingan.  
(d) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk 
(e) Narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat.  
(f) Pekerjaan tidak boleh sekedar mengisi waktu 
(g) Bimbingan harus berdasarkan Pancasila. 
(h) Tiap orang harus diperlakukan sebagai manusia. 
(i) Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. 
(j) Perlu didirikan lembaga permasyarakatan baru. 
(Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, 1995 : 37). 
 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, 
sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan atas: 
(a) pengayoman  
(b) persamaan perlakuan dan pelayanan 
(c) pendidikan 
(d) pembimbingan 
(e) penghormatan harkat dan martabat manusia. 
(f) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan 
(g) terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau 
orang-orang tertentu 
Berdasarkan uraian mengenai prinsip pokok pemasyarakatan 
dan ketentuan sistem pembinaan pemasyarakatan dapat diketahui 
bahwa pembinaan Anak Pidana harus dilaksanakan sesuai prinsip-
prinsip pokok dan ketentuan sistem pembinaan pemasyarakatan 
tersebut. Pembinaan Anak Pidana dilakukan di Lembaga 
Permasyarakatan Anak yang dipisahkan dari Lembaga 
Permasyarakatan dewasa karena bila dicampur dikhawatirkan Anak 
Pidana akan terpengaruh hal-hal buruk dari narapidana dewasa.  
Pembinaan yang diberikan kepada Anak Pidana meliputi 
pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan 
kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Anak 
Pidana dapat menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa kapada Tuhan 
YME dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan 
masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada 
pembinaan akal dan keterampilan Anak Pidana, agar mereka dapat 
kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan 
bertanggung jawab. 
Pembinaan Anak Pidana dapat dilakukan secara intramural (di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan) dan dilakukan secara ekstramural (di 
luar Lembaga Pemasyarakatan). Pembinaan Anak Pidana secara 
ekstramural yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan disebut 
asimilasi yaitu proses pembinaan Anak Pidana yang telah memenuhi 
syarat tertentu dengan membaurkan mereka ketengah-tengah 
masyarakat. 
Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam membina Anak Pidana 
dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait 
seperti Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga 
Kerja, Departemen Perindustrian, Pemerintah Daerah dan lain-lain. 
Selain bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait Lembaga 
Pemasyarakatan Anak juga dapat bekerjasama dengan perseorangan 
dan badan kemasyarakatan yang kegiatannya seiring dengan 
penyelengaraan sistem pemasyarakatan seperti dokter, psikolog, 
pengusaha, yayasan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat dan lain-
lain. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
beragama, kesadaran bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kesadaran 
hukum, kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan serta 
keintegrasian diri Anak Pidana dengan masyarakat.  
4. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana 
a) Pengertian Sistem Peradilan Pidana  (Criminal Justice System) 
 Hagan (1987) membedakan pengertian antara Criminal Justice 
Process dan Criminal Justice System.  Criminal Justice Process adalah 
setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka 
kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. 
Sedangkan Criminal Justice System adalah interkoneksi antara 
keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan 
pidana. (Hagan dalam Romli Atmasasmita, 1996:14)  
 Mardjono Reksodipoetro mengemukakan bahwa Sistem 
Peradilan Pidana (Criminal Justice System) adalah sistem dalam suatu 
masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi 
diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-
batas toleransi masyarakat. (Romli Atmasamita, 1996:14) 
 Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana 
merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan 
hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum 
pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam 
konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya unutk 
kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa 
ketidakadilan (Muladi dalam Romli Atmasasmita, 1996 : 14-15) 
b) Tujuan Sistem Peradilan Pidana 
 Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Muladi dapat 
dikategorikan sebagai berikut : 
(1) Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi 
dan rehabilitasi pelaku tindak pidana 
(2) Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang 
hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan 
kejahatan dalam konteks politik  criminal (criminal policy) 
(3) Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah 
kesejahteraan masyarakat (social welfare) dalam konteks politik 
sosial (social policy). 
(Muladi dalam Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, 1995:54) 
 
c) Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) 
untuk menggantikan HIR yang dipandang sudah tidak sesuai dengan 
cita-cita nasional Indonesia., membawa perubahan fundamental 
terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia secara 
konsepsional maupun implemental. 
KUHAP meletakkan dasar humanisme didalamnya sehingga 
tujuan utama yang hendak dicapai bukanlah ketertiban dan kepastian 
hukum tetapi perlindungan atas hak asasi seorang  tersangka atau 
terdakwa. Perlindungan hak asasi seorang tersangka atau terdakwa 
diharapkan dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara 
pidana yaitu mulai dari seorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut 
dan diadili di pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 
juga terkandung harapan untuk memberikan kekuasaan kehakiman 
yang bebas dan bertanggung jawab dalam memeriksa dan memutuskan 
suatu perkara pidana. 
 Herbert L. Packer dalam bukunya The Limits of The Criminal 
Sanction, mengungkapkan ada dua model dalam proses peradilan 
pidana (Two Models of The criminal Process), yaitu crime control 
model (model pengendalian kejahatan) dan due process model (model 
perlindungan hak). (Herbert L. Packer dalam Petrus Irawan P dan 
Pandapotan Simorangkir, 1995:56) 
 Crime control model adalah bentuk pendekatan yang 
memandang pelaku kejahatan sebagai objek dalam pemeriksaan 
perkara sedangkan due process model adalah bentuk pendekatan yang 
memandang pelaku kejahatan sebagai subjek dalam pemeriksaan 
perkara. 
Karakteristik dari crime control model adalah efesiensi 
bekerjanya proses pemeriksaan perkara yaitu cepat tangkap dan cepat 
diadili serta digunakannya asas praduga bersalah sedangkan 
karakteristik  due process model adalah  perlindungan hak-hak 
tersamgka dan untuk menentukan kesalahan seseorang harus melalui 
suatu persidangan yang adil dan tidak memihak. 
Berdasarkan  makna yang terkandung dalam KUHAP yaitu 
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dapat diketahui 
bahwa pendekatan yang digunakan dalam Sistem Peradialan Pidana di 




d) Komponen dan Mekanisme Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 
(1) Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia setelah berlakunya 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mempunyai 4 komponen 
(empat sub sistem) yaitu : 
- Sub sistem kepolisian 
- Sub sistem kejaksaan  
- Sub sistem pengadilan  
- Sub sistem Lembaga Permasyarakatan 
 Selain aparat penegak hukum yang terdapat dalam sub 
Sistem Peradilan Pidana tersebut diatas, terdapat aparat penegak 
hukum lain yang juga mempunyai peranan penting dalam proses 
penegakan hukum yaitu penasehat hukum (advokat dan 
pengacara). KUHAP memberikan hak bagi tersangka atau 
terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat 
hukum pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana. Hal ini 
merupakan bentuk perlindungan harkat dan martabat bagi 
tersangka atau terdakwa yang diberikan oleh KUHAP. 
 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karena penasehat 
hukum (advokat atau pengacara) mempunyai peranan penting 
dalam proses penegakan hukum maka penasihat hukum juga 
mempunyai tanggung jawab yang sama dengan aparat penegak 
hukum lainnya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
(a) Kepolisian 
 Kepolisian sebagai sub sistem pertama dalam 
mekanisme Sistem Peradilan Pidana, menjalankan tugasnya 
sesuai dengan Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2002. Tugas pokok kepolisian 
Negara Republik Indonesia adalah :  
i) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 
ii) Menegakkan hukum 
iii) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat 
(Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) 
 Pasal 4 KUHAP memberi wewenang kepada polisi 
sebagai penyelidik tunggal yaitu satu-satunya aparat penegak 
hukum yang berwenang melakukan penyelidikan.Selain 
menjadi penyelidik, KUHAP juga memberi wewenang pada 
polisi sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan.  
Polisi adalah institusi penegak hukum yang terdepan 
dalam upaya menangani kejahatan baik dalam upaya represif 
maupun dalam upaya preventif. Dalam melaksanakan 
tugasnya polisi tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan 
masyarakat tetapi juga harus memperhatikan hak-hak asasi 
manusia agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang 
dapat mengganggu jalannya peradilan. 
(b) Kejaksaan 
 Instansi kejaksaan diatur dalam Undang-undang 
nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia. 
Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana 
berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: 
a. Melakukan penuntutan 
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan 
yang telah meperoleh kekuatan hukum tetap  
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan 
pidana, pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat 
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan Undang-undang 
e. Melengkapi berkas perkara tertentu  dan untuk tidak 
melakukan pemerikasaan tambahan sebelum dilimpahkan 
ke pengadilan yang dalam pelaksanannya dikoordinasikan 
dengan penyidik . 
 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan 
wewenang pada Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk 
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim    
( Pasal 13 KUHAP). 
(c) Pengadilan 
 Salah satu ciri negara yang menerapkan rule of law 
adalah adanya kekuasaan kehakiman yang ditentukan dalam 
Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman merupakan 
kekuasaan yang bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh 
kekuasaan lain. Putusan yang dijatuhkan harus sesuai dengan 
bukti-bukti yang ada dalam persidangan dan juga harus 
didasarkan keyakinan hakim agar putusan yang dijatuhkan 
hakim dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. 
 Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan 
umum di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri 
yang berkedudukan di setiap kabupaten, Pengadilan Tinggi 
yang berkedudukan di ibukota propinsi dan Mahkamah 
Agung sebagai pengadilan tertinggi negara yang 
berkedudukan di ibukota negara   
 Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim 
mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis 
pidana (straafsort) yang dikehendaki, sehubungan dengan 
sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam 
Undang-undang. Disamping itu hakim juga mempunyai 
kebebasan untuk memilih beratnya pidana (straafmaat) yang 
akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-
undangan hanyalah maksimum dan minimumnya.(Muladi 
dan Barda Nawawi dalam Petrus Irawan P dan Pandapotan 
Simorangkir, 1995 : 62) 
(d) Lembaga Pemasyarakatan 
 Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir 
dalam Sistem Peradilan Pidana bertugas melakukan 
pembinaan bagi narapidana sesuai dengan falsafah 
pemidanaan yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan 
bahwa narapidana adalah orang yang tersesat dan masih 
mempunyai kesempatan untuk bertobat memperbaiki 
kesalahannya. 
 Terdapat permasalahan mendasar dalam pembinaan 
narapidana yaitu terbatasnya sarana dan prasarana dalam 
pembinaan serta kurangnya petugas pembina yang 
mempunyai kemampuan dan keahlian dalam membina 
narapidana. Terbatasnya  sarana dan prasarana serta masih 
kurangnya petugas yang profesional menyebabkan 
ketidakmaksimalan dalam pembinaan yang dapat menjadi 
faktor penyebab narapidana melakukan kejahatan lagi setelah 
kembali ke masyarakat.  
 
 
(2) Mekanisme Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 
 Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 3 tahap sebelum 
persidangan (pra adjudikasi) di tingkat kepolisian dan kejaksaan, 
tahap di dalam sidang pengadilan (adjudikasi) dan tahap sesudah 
sidang pengadilan (post adjudikasi) yang dilakukan di tingkat 
Lembaga Permasyarakatan. 
 Mekanisme Sistem Peradilan Pidana mulai bekerja ketika 
ada laporan kejahatan dari masyarakat. Setelah menerima laporan 
kejahatan, kepolisian sebagai instansi pertama dalam Sistem 
Peradilan Pidana berwenang melakukan penyelidikan dan 
penyidikan terhadap perkara yang ada. Kemudian berkas perkara 
tersebut diserahkan ke kejaksaan untuk diperiksa dan setelah itu 
Jaksa sebagai Penuntut Umum membuat surat dakwaan atas 
perkara tersebut. Setelah itu Penuntut Umum melimpahkan berkas 
perkara disertai dengan surat dakwaan tersebut ke pengadilan 
untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh hakim/majelis 
hakim di dalam persidangan.  
 Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, hakim harus 
dapat menjatuhkan putusan bagi terdakwa apakah ia bersalah atau 
tidak bersalah. Bagi terdakwa yang terbukti tidak bersalah maka 
ia harus dibebaskan, sedangkan bagi terdakwa yang terbukti 
bersalah dan dijatuhi pidana penjara akan diserahkan ke Lembaga 
Permasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam Sistem Peradilan 
Pidana yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana. 
e) Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana 
di Indonesia  
Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang bertugas 
melaksanakan pembinaan terhadap narapidana mempunyai kedudukan 
yang sangat strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari Sistem 
Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan. Keberhasilan 
untuk membentuk narapidana menjadi orang yang lebih baik 
ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga 
Permasyarakatan. 
Pembinaan yang dilakukan Lembaga Permasyarakatan 
membawa berbagai penilaian yang bersifat positif maupun negatif. 
Penilaian itu dapat positif apabila pembinaan dapat mencapai hasil 
yang maksimal yaitu bekas narapidana dapat menjadi orang yang taat 
pada hukum dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah ia perbuat. 
Penilaian itu dapat menjadi negatif jika pembinaan yang dilakukan 
Lembaga Permasyarakatan mengalami kegagalan yaitu bekas 
narapidana kembali melakukan kejahatan. 
B. Kerangka Pemikiran 
 
 




Keberhasilan Pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah 
tidak terlepas dari peranan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. 
Anak merupakan bagian dari generasi muda diharapkan mampu membawa 
bangsa ini ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan anak yang 
tangguh dan mempunyai potensi tinggi dalam mengisi Pembangunan 
Nasional. Untuk dapat menciptakan anak yang tangguh dan mempunyai 
potensi yang tinggi diperlukan adanya pembinaan dan perlindungan secara 
utuh dan menyeluruh bagi anak.  
Dalam pembinaan dan perlindungan anak terdapat hambatan-hambatan 
antara lain yaitu kenakalan anak. Meningkatnya kenakalan anak baik dari dari 
segi kualitas maupun kuantitas merupakan fenomena yang sangat 
memprihatinkan mengingat anak adalah aset bangsa yang sangat berharga. 
Untuk itu diperlukan upaya penanganan terhadap kenakalan anak yang 
termasuk tindak pidana atau yang dalam Undang-Undang Peradilan Anak 
disebut perkara anak nakal. 
Upaya penanggulangan perkara anak harus dibedakan dengan 
penanganan perkara dewasa agar kepentingan anak dapat dilindungi 
mengingat anak mempunyai mental dan pola pikir dan fisik yang berbeda 
dengan orang dewasa. Perlakauan khusus terhadap perkara anak diatur dalam 
Undang- Undang Peradilan Anak dan Undang- Undang Pemasyarakatan. 
Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan anak yang diatur oleh 
Undang-undang Peradilan Anak adalah adanya pemisahan antara Lembaga 
Pemasyarakatan untuk membina anak yang berstatus narapidana atau disebut 
Anak Pidana dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk membina narapidana 
dewasa. 
Lembaga Pemsyarakatan Anak sebagai sub sistem terakhir dalam 
Sistem Peradilan Pidana yang bertugas melakukan pembinaan terhadap Anak 
Pidana. Selain pemisahan tempat untuk membina Anak Pidana dengan 
Narapidana dewasa perlakuan khusus yang diberikan juga mencakup metode 
pendekatan yang digunakan dalam pembinaan. Dengan adanya perlakuan 
khusus tersebut maka keberhasilan pembinaan Anak Pidana akan tercapai. 
Keberhasilan pembinaan Anak Pidana merupakan upaya untuk mewujudkan  
tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya 
kejahatan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai peranan 
Lembaga Pemasyarakatan Anak menurut kesatuan konsep Sistem Peradilan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam Pembinaan 
Anak Pidana Menurut Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan 
Pidana 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo sebagai salah satu Lembaga 
Pemasyarakatan Anak yang ada di Indonesia mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam pembinaan Anak Pidana menurut perspektif kesatuan konsep 
sistem peradilan pidana. Sebagai lembaga yang langsung berhubungan dengan 
narapidana anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo mempunyai 
peranan memberikan pembinaan kepada Anak Pidana sesuai dengan 
Pancasila, UUD 1945, prinsip-prinsip pokok pemasayarakatan dan sistem 
pembinaan pemasyarakatan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 
Pemasyarakatan. Sebagai wujud dari pelaksanaan peranannya, Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo telah melaksanakan program pembinaan yang 
meliputi pembinaan kepribadian dan pembiaan kemandirian. Sebelum penulis 
menguraikan mengenai program pembinaan yang telah dilaksanakan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo terlebih dahulu dapat kita lihat 
gambaran umum mengenai Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.  
1.  Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo  
a) Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo 
 Sebelum resmi menjadi Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk 
anak-anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo mengalami beberapa 
kali perubahan fungsi. Perubahan fungsi dalam sejarah berdirinya 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo : 
a. Bangunan asli dibangun sejak tahun 1817 sebagai rumah tawanan 
perang (milik Pemerintah Hindia Belanda). 
b. Tahun 1945 menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia dalam 
keadaan kosong. 
c. Tahun 1948 sebagai fungsi tentara Indonesia, dalam tahun itu juga 
dikembalikan kepada jawatan kepenjaraan untuk digunakan sebagai 
rumah penjara sampai tahun 1960. 
d. Pada tahun 1962-1964 sebagai rumah penjara Jompo. 
e. Tahun 1964 berubah nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan kelas 
III. 
f. Dengan surat tanggal 8 Juni Nomor JS.4/5/16 tahun 1979, berubah lagi 
menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara di Kutoarjo. 
g. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 16 Desember 
1983 Nomor : M.03-UM.01.06 tahun 1983 tentang Penetapan 
Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai rumah tahanan dan 
Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara di 
Kutoarjo berubah status menjadi Cabang Rumah Tahanan Purworejo 
di Kutoarjo. 
h. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
tanggal 5 Februari 1991 Nomor: M.01 – PR.07.03 tahun 1991 tentang 
Pemindahan Tempat Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Jawa 
Tengah di Ambarawa ke Kutoarjo dan Penghapusan Cabang Rumah 
Tahanan Purworejo di Kutoarjo, sejak tahun 1993 sampai sekarang 
resmi menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. 
 Lembaga Pemasyarakatan Anak didirikan berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan yang tertuang dalam konsideran Surat  Keputusan Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03. Tahun 1991 
tentang Pemindahan Tempat Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Jawa Tengah dari Ambarawa ke Kutoarjo dan Penghapusan Cabang Rumah 
Tahanan Negara Purworejo di Kutoarjo. Pertimbangan-pertimbangan 
tersebut yaitu : 
· Bahwa pembinaan terhadap narapidana anak pada Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Jawa Tengah di Ambrawa belum memenuhi 
syarat karena kondisi gedung sangat memprihatinkan dan sangat 
rawan. 
· Bahwa jumlah tahanan pada cabang rumah tahanan negara di Kutoarjo 
relatif sedikit sehingga cabang rumah tahanan negara di Kutoarjo tidak 
efisien. 
· Bahwa sehubungan dengan kedua hal tersebut dipandang perlu untuk 
memindahkan tempat kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Jawa Tengah di Ambarawa ke Kutoarjo dan menghapus Cabang 
Rumah Tahanan Negara Purworejo di Kutoarjo. 
 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam Surat Keputusan 
Menteri tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo kelas IIA 
berfungsi untuk mendidik dan membina Anak Didik Pemasyarakatan dari 
seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo juga berfungsi sebagai Rumah 
Tahanan Anak Kutoarjo. 
 
b) Lokasi dan Tempat Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Kutoarjo 
 Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo terletak di Jalan 
Pangeran Diponegoro Nomor 36.A, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten 
Purworejo, Jawa Tengah. Letak geografis Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Kutoarjo sebelah timur berbatasan dengan kota Purworejo dan 
sebelah barat berbatasan dengan kota Kebumen. 
 Keadaan fisik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo adalah 
sebagai berikut : 
· Luas tanah  : 6160 m2 
· Luas bangunan  : 1289 m2 
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 c)  Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo 
 Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo memiliki struktur 
organisasi yang terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing 
mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Struktur organisasi 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo adalah sebagai berikut : 
a.  Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Bertugas mengkoordinasikan pembinaan, bimbingan sosial dan 
kerohanian Anak Didik serta memelihara keamanan dan ketertiban 
dan ketatausahaan Lembaga Pemasyarakatan sesuai ketentuan, 
petunjuk atasan dan peraturan yang berlaku dalam rangka 
penyampaian tujuan pemasyarakatan Anak Didik. 
b.  Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan 
meliputi bidang tata persuratan, kepegawaian, keuangan, 
perlengkapan, dan kerumahtanggaan sesuai ketentuan dan peraturan 
yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi. 
c. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan  
Bertugas melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan. 
d. Kepala Urusan Umum 
Bertugas melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan, dan 
kerumahtanggaan Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan 
pelayanan administratif dan fasilitatif. 
e. Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik Pemasyarakatan 
Bertugas memberikan bimbingan kepada Anak Didik melalui dasar 
pembinaan pemasyarakatan dan mempersiapkan Anak Didik agar 
dapat kembali ke masyarakat dengan baik serta menntukan program 
pembinaan sesuai peraturan yang berlaku. 
 f. Kepala Sub Seksi Registrasi 
Bertugas melakukan pendataan Anak Didik dan mencatat ke dalam 
buku register serta membuat statistik dan dokumentasi Anak Didik 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencairan 
data dalam rangka pelaksanaan tugas pemasyarakatan. 
g. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan   
Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang 
fisik, mental dan rohani serta meningkatkan pengetahuan asimilasi 
dan perawatan Anak Didik sesuai peraturan maupun petunjuk yang 
berlaku dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas pemasyarakatan. 
h. Kepala Seksi Kegiatan Kerja 
Bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan latihan kerja   
bagi Anak Didik, menyiapkan fasilitas sarana dan peralatan kerja 
serta mengelola hasil kerja sesuai dengan teknik, bimbingan, 
petunjuk, dan latihan kerja agar para Anak Didik mempunyai 
keterampilan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat.  
i. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja 
 Bertugas memberikan bimbingan dan petunjuk kerja serta mengelola 
hasil kerja dalam rangka memberikan ketrampilan Anak Didik dalam 
lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. 
j. Kepala Sub Seksi Sarana Kerja 
  Bertugas mengeluarkan dan menyimpan sarana/peralatan kerja  
kebutuhan dalam rangka pembinaan Anak Didik. 
k. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib 
Bertugas mengkoordinasikan administrasi keamanan dan tata tertib 
dan mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan dan 
pembagian tugas pengamanan sesuai dengan peraturan dan ketentuan 
yang berlaku dalam rangka terciptanya suasana aman dan tertib di 
lingkungan lembaga pemasyarakatan. 
 l.  Kepala Sub Seksi Keamanan 
Bertugas menyelenggarakan pengamanan dan ketertiban dengan 
mengatur/membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan dan 
penempatan petugas jaga sesuai peraturan dan petunjuk yang 
berlaku, agar tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan 
Lembaga Pemasyarakatan. 
m.   Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib 
Bertugas melakukan pelaporan keamanan dan ketertiban secara 
berkala berdasarkan laporan harian acara yang dibuat oleh satuan 
pengamanan yang bertugas dalam rangka menegakkan keamanan 
dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 
n. Kepala Satuan Pengamanan 
Bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengamanan dan 
ketertiban sesuai jadwal tugas agar tercapai suasana aman dan 
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d) Karakteristik dan Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan  Anak 
Kelas IIA Kutoarjo 
 Jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Kutoarjo bulan Maret tahun 2006 adalah 64 orang, terdiri dari 63 orang 
berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan. 
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dikelompokkan 
menjadi: 
a. Anak Sipil 
Adalah anak yang berdasarkan permintaan orang tua atau 
walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di 
Lembaga Pemasyarkaatan Anak paling lama sampai berumur 18 
(delapan belas) tahun. Saat ini tidak terdapat Anak Sipil di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. 
b. Anak Negara 
Adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan 
pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan 
belas) tahun. Saat ini Anak Negara di Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Kutoarjo berjumlah 5 orang, terdiri dari 4 orang laki-laki dan 
1 orang perempuan. 
c. Anak Pidana 
Adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani 
pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai 
berumur 18 (delapan belas) tahun. 
Anak Pidana dikelompokkan menjadi : 
· Anak Pidana B.I 
     Yaitu Anak Pidana yang menjalani pidana penjara lebih dari 
satu tahun. Jumlah Anak Pidana B.I di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo saat ini adalah 38 orang. 
· Anak Pidana B.II a 
Yaitu Anak Pidana yang menjalani pidana penjara selama tiga 
bulan sampai dengan paling lama satu tahun. Saat ini Anak 
Pidana B.II.a di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo 
berjumlah delapan orang. 
· Anak Pidana B.II.b 
Yaitu Anak Pidana yang menjalani pidana penjara selama satu 
hari sampai dengan paling lama tiga bulan. Saat ini di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo tidak terdapat Anak Pidana   
B.II b. 
· Anak Pidana B.III 
Yaitu Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sebagai 
pengganti pidana denda. Jumlah Anak Pidana B.III saat ini di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo adalah dua orang. 
d. Anak Tahanan 
Anak Tahanan dibedakan menjadi : 
· Anak Tahanan A.I : Tahanan Penyidik 
Anak Tahanan A.I di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo 
saat ini berjumlah tiga orang. 
· Anak Tahanan A.II : Tahanan Kejaksaan 
Saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo tidak 
terdapat Anak Tahanan A.II. 
· Anak Tahanan A.III : Tahanan Pengadilan Negeri 
Jumlah Anak Tahanan A.III di Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Kutoarjo saat ini adalah tujuh orang. 
· Anak Tahanan A.IV : Tahanan Pengadilan Tinggi 
Saat ini tidak terdapat Anak Tahanan A.IV di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. 
· Anak Tahanan A.V : Tahanan Mahkamah Agung 
Untuk saat ini tidak terdapat Anak Tahanan A.V di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. 
 
2. Program Pembinaan Anak Pidana yang Dilaksanakan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo 
        Pembinaan Anak Pidana dilakukan melalui beberapa tahap 
guna menghindari kegagalan dari akibat-akibat yang tidak diinginkan dan 
untuk dapat mencapai hasil yang maksimal. Setiap pengalihan pembinaan 
dari tahap satu ke tahap berikutnya ditetapkan melalui Sidang Tim 
Pengamat Pemasyarakatan (TPP) berdasarkan data yang diperoleh dari 
Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan pembimbing 
kemasyarakatan dan Wali Anak Didik Pemayarakatan. Data tersebut 
merupakan pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan 
pembinaan. 
 Tim Pengamat Pemasyarakatan  mempunyai fungsi sebagai 
berikut: 
ü Merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan 
ü Melakukan tertibnya administrasi persidangan, inventarisasi dan 
dokumentasi 
ü Membuat rekomendasi dan  risalah sidang TPP kepada Kalapas 
ü Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan Anak Didik 
Pemasyarakatan. 
 Tahap-tahap pembinaan Anak Pidana terdiri atas : 
Ø Tahap Awal 
Ø Tahap Lanjutan 
Ø Tahap Akhir 
a. Pembinaan Tahap Awal 
 Pembinaan Anak Pidana dimulai sejak yang bersangkutan 
berstatus sebagai Anak Pidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari 
masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi : 
· Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian kepribadian dan 
penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan 
· Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian 
· Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian 
· Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. 
 Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian kepribadian dan 
penelitian lingkungan sering disebut “Mapenaling”.Mapenaling 
meliputi  kegiatan  penjelasan  dan  pemahaman   tentang  hak   dan 
kewajiban dan peraturan tata tertib yang berlaku, proses-proses 
pelaksanaan pembinaan/perawatan, serta perkenalan dengan para 
petugas pembina maupun sesama Anak Didik Pemasyarakatan yang 
berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan/perawatan selanjutnya. 
 Setiap Anak Pidana wajib mengikuti Mapenaling dan di 
tempatkan di blok/kamar khusus penaling, paling lama 30 (tiga puluh) hari 
dengan tidak melihat lamanya masa pidana. Pada blok/kamar ditempatkan 
seorang petugas blok/kamar secara bergilir.  
 Tingkat pengamanan pada tahap awal adalah maximum security. 
Anak Pidana berada dalam pengawasan yang ketat dan selama akan 
didampingi seorang Wali Anak Pidana. Wali Anak Pidana  merupakan 
petugas pemasyarakatan yang mengamati, menangani, dan 
mendampingi secara langsung dan khusus masalah pembinaan Anak 
Pidana. 
b. Pembinaan Tahap Lanjutan 
Dalam pembinaan tahap lanjutan ini meliputi: 
· Perencanaan program pembinaan lanjutan 
· Pelaksanaan program pembinaan lanjutan 
· Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan 
· Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi 
Pembinaan tahap lanjutan terdiri atas: 
· Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan 
tahap awal sampai dengan ½ (satu per dua) dari masa 
pidana.Tingkat pengamanan pada tahap lanjutan pertama adalah 
maximum security, Anak Pidana masih dalam pengawasan yang 
ketat. Pelaksanaan pembinaan akan dinilai oleh Tim Pengamat 
Pemasyarakatan dan kemudian akan ditentukan tahap pembinaan 
selanjutnya. 
· Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap 
lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa 
pidana.Tingkat pengamanan pada tahap lanjutan kedua adalah 
medium security. Pada tahap ini Anak Pidana hanya dibatasi oleh 
dua atau tiga petugas pengamanan. Tim Pengamat Pemasyarakatan 
pada tahap ini tetap melakukan evaluasi terhadap perkembangan 
Anak Pidana untuk menentukan tahap pembinaan selanjutnya.  
c. Pembinaan Tahap Akhir 
 Pembinaan tahap akhir dimulai sejak berakhirnya pembinaan 
tahap lanjutan kedua yaitu telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana. 
Pembinaan tahap akhir dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak oleh 
Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Apabila Anak Pidana tidak memenuhi 
syarat-syarat tertentu maka pembinaan tahap akhir anak Pidana yang 
bersangkutan tetap dilaksanakan didalam Lembaga Pemasyrakatan Anak. 
  Pembinaan tahap akhir meliputi : 
· Perencanaan program integrasi 
· Pelaksanaan program integrasi 
· Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir 
 Pada pembinaan tahap akhir ini, tingkat pengamanannya adalah 
minimum security. Bagi Anak Pidana yang tidak dimungkinkan 
memperoleh kesempatan asimilasi atau integrasi maka Anak Pidana 
yang bersangkutan diberi pembinaan khusus. Anak Pidana yang 
berhasil melewati pembinaan tahap akhir telah siap untuk membaur 
kembali ke tengah-tengah masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Anak 
tidak boleh berhubungan dengan Anak Pidana selama satu tahun 
pertama setelah Anak Pidana bebas, tetapi Balai Pemasyarakatan tetap 
memantau perkembangan Anak Pidana yang telah bebas. 
 Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai 
wujud dari pelaksanaan peranannya, Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Kutoarjo melalui Seksi Bimbingan Narapida dan Anak Didik 
Pemasyarakatan melaksanakan program pembinaan yang bekerjasama 
dengan instansi terkait yang berada di Kabupaten Purworejo. Program 
pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Kutoarjo antara lain : 
1. Kegiatan Belajar dan Mengajar Berupa Kelompok Belajar (Kejar 
Paket) 
 Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan 
pendidikan bagi Anak Pidana serta sebagai salah satu bentuk upaya 
untuk ikut mensukseskan program wajib belajar 9 (sembilan) 
tahun. Bentuk kegiatan kejar paket meliputi : 
Kejar Paket A : setara dengan Sekolah Dasar (SD) 
Kejar Paket B : setara dengan Sekolah Menengah Pertama 
      (SMP) 
Kejar Paket C : setara dengan Sekolah Menengah Umum 
      (SMU) 
 Saat ini hanya Kejar Paket B yang dilaksanakan di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Untuk Kejar Paket A dan Kejar 
Paket C tidak dapat dilaksanakan karena jumlah siswa untuk Kejar 
Paket A. Kejar Paket C saat ini tidak memenuhi jumlah batas 
minimal kelas yang telah ditetapkan yaitu 20 orang (wawancara 
dengan Bapak Bawon selaku Kasi Bimbingan Anak Didik 
Pemasyarakatan, Selasa, 04 April 2006)  
 Untuk menunjang pelaksanaan program kelompok belajar 
(kejar) Paket A,Paket B dan Paket C, Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Kutoarjo bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Purworejo melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan 
Belajar (UPTD-SKB) Kabupaten Purworejo dalam bentuk 
pengadaan tenaga pengajar. Tenaga pengajar untuk Kejar Paket B 
berasal dari pihak UPTD-SKB dan dari Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Kutoarjo yang berjumlah 12 orang. Anak Pidana yang lulus 
Kejar Paket B akan memperoleh ijazah yang setara dengan SMP. 




Tabel III -1  
Jadwal Pelajaran Kejar Paket B LAPAS Anak Kutoarjo 
 
Hari Waktu Mata Pelajaran Pengampu 
Senin 
 
08.00 – 08.40 
08.40 – 09.20 
09.20 – 10.00 
10.00 – 10.20 
10.20 -11.00 
11.00 – 11.40 
















08.00 – 08.40 
08.40 – 09.20 
09.20 – 10.00 
10.00 – 10.20 
10.20 -11.00 
11.00 – 11.40 
















08.00 – 08.40 
08.40 – 09.20 
09.20 – 10.00 
10.00 – 10.20 
10.20 -11.00 
11.00 – 11.40 
















08.00 – 08.40 
08.40 – 09.20 
09.20 – 10.00 
10.00 – 10.20 
10.20 -11.00 
11.00 – 11.40 


















08.00 – 08.40 
 
08.40 – 09.20 
 
09.20 – 10.00 
 























2. Pendidikan Agama 
  Setiap Anak Pidana diberikan pendidikan dan bimbingan 
agama sesuai dengan agama yang dianutnya sebagai upaya untuk 
menanamkan nilai-nilai keagamaan dan meningkatkan kesadaran 
beragama dalam diri Anak Pidana. Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Kutoarjo bekerjasama dengan Departemen Agama Kabupaten 
Purworejo melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kutoarjo dalam 
upaya memberikan pendidikan agama. Bantuan yang diberikan 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kutoarjo berupa penyediaan tenaga 
imam dan khotib setiap hari Jum’at. Jumlah tenaga Imam dan 
Khotib dari KUA Kutoarjo sebanyak dua orang dan dari pegawai 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo sebanyak tiga 
orang.Selain bekerjasama dengan KUA Kutoarjo, Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo juga mengadakan kerjasama 
dengan badan sosial keagamaan “Al-Hidayah” untuk memberikan 
ceramah atau siraman rohani setiap satu minggu sekali. 
 Selain pendidikan agama yang rutin dilaksanakan seperti 
sholat Jum’at dan siraman rohani dari badan sosial keagamaan “Al-
Hidayah” setiap satu minggu sekali, juga dilaksanakan pendidikan 
agama yang bersifat insidental, seperti : 
- Perayaan hari-hari besar keagamaan 
- Melaksanakan sholat Idul Adha dan melaksanakan kurban 
di Hari Raya Idul Adha 
- Melaksanakan sholat tarawih setiap bulan Ramadhan dan 
melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari raya Idul Fitri 
  Untuk saat ini pendidikan agama yang diberikan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo adalah pendidikan agama 
Islam karena saat ini seluruh Anak Pidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menganut agama Islam. Namun 
apabila ada Anak Pidana yang beragama lain, maka akan diberi 
pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo juga akan mengadakan 
kerjasama dengan instansi/badan agama yang terkait. Bagi Anak 
Pidana yang beragama Katolik, secara berkala Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo bekerjasama dengan Gereja 
Katolik Kutoarjo memberikan pendidikan agama Katolik. 
Pelayanan pendidikan agama Katolik juga diberikan oleh Pegawai 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Untuk Anak Pidana 
yang memeluk agama Kristen diberikan pendidikan agama dari 
pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo serta pendeta 
yang didatangkan dari gereja setempat. (wawancara dengan Bapak 
Bawon selaku Kasi Bimbingan Anak Didik Pemasyarakatan, 
Selasa, 04 April 2006)  
   
 Dengan menanamkan nilai-nilai agama sesuai agama yang 
dianut,diharapkan Anak Pidana dapat menyadari kesalahannya dan 
bertobat untuk tidak melakukan kesalahan seperti dulu lagi. Selain 
itu pendidikan agama yang diberikan juga dapat mempertebal iman 
pada diri Anak Pidana sehingga Anak Pidana mempunyai benteng 
pertahanan diri yang kuat agar tidak terjerumus kembali ke jalan 
yang salah. 
3. Pendidikan Keterampilan 
 Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo mengadakan 
kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Purworejo melalui Balai 
Latihan Kerja (BLK) dan UPTD-SKB dalam usaha memberikan 
pendididkan keterampilan bagi Anak Pidana. 
      Pendidikan keterampilan yang saat ini dilaksanakan di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo adalah pendidikan 
membuat batako dan pavling blok serta pendidikan keterampilan 
perbengkelan las yang dilaksanakan sejak bulan Januari 2005 
sampai saat ini. 
 Selain pendidikan keterampilan tersebut, Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo juga pernah melaksanakan 
pendidikan keterampilan lain, seperti : 
- Pendidikan pertukangan, meubelair dan pembuatan sangkar 
burung yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober sampai 
dengan tanggal 7 November 2002 
- Pendidikan keterampilan pertanian yang dilaksanakan pada 
tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 
- Pendidikan keterampilan wikel (gulung dinamo) yang 
dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 
tanggal 20 November 2002. 
- Pendidikan budidaya jamur tiram yang dilaksanakan sejak 
tanggal 18 Oktober – 30 November 2001. 
  Pendidikan keterampilan yang diberikan bagi Anak Pidana 
disesuaikan dengan bakat dan minat Anak Pidana. Untuk 
mengetahui bakat dan minat Anak Pidana, Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menyebarkan angket kepada Anak 
Pidana tentang bakat dan minat Anak Pidana yang bersangkutan. 
Dengan adanya angket tersebut maka dapat diketahui pendidikan 
apa saja yang perlu diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Kutoarjo. Namun karena keterbatasan dana yang diberikan oleh 
pemerintah maka tidak semua pendidikan keterampilan yang 
dibutuhkan Anak Pidana dapat dilaksanakan di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. (wawancara dengan Bapak Bawon 
selaku Kasi Bimbingan Anak Didik Pemasyarakatan, Selasa, 04 
April 2006 ). 
Pendidikan keterampilan yang diberikan bertujuan untuk 
memberikan bekal keterampilan bagi Anak Pidana sehingga 
mereka dapat menjadi manusia yang terampil dan dapat hidup 
mandiri di kemudian hari. 
4. Pendidikan Kepramukaan dan Kewarganegaraan 
 Untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme 
dan gotong royong pada diri Anak Pidana, Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo memberikan pendidikan 
kepramukaan dan kewarganegaraan. Pelaksanaan pendidikan 
kepramukaan dan kewarganegaraan di Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Kutoarjo belum dapat berjalan rutin sebagaimana mestinya, 
namun untuk pendidikan kepramukaan dan kewarganegaraan yang 
bersifat insidental, dilaksanakan kegiatan berupa: 
- Ikut serta dalam acara peringatan Hari Pramuka setiap 
tanggal 14 Agustus. 
- Ikut serta mensukseskan Kirab Tunas Kelapa. 
- Mengadakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.  
5. Pendidikan Olahraga dan Rekreasi 
Pendidikan olahraga dan rekreasi yang dilaksanakan di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, berupa : 
a. Senam pagi bersama yang diikuti oleh semua Warga 
Binaan Pemasyarakatan dan pegawai Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo setiap hari Jum’at 
b. Olahraga permainan seperti: bola voli, tenis meja, sepak 
takraw 
c. Rekreasi bagi Anak Pidana seperti: catur, karambol, musik 
(gitar dan organ tunggal) menonton televisi  
Pendidikan olah raga yang diberikan bertujuan untuk menjaga 
kondisi tubuh Anak Pidana agar tetap sehat dan mempunyai 
pertahanan tubuh yang kuat, terlebih lagi mengingat usia mereka 
yang masih dalam pertumbuhan. Selain pemenuhan kebutuhan 
lahiriah/fisik pemenuhan kebutuhan batiniah/jiwa mereka juga harus 
diperhatikan, sebagai salah satu upaya yang dilakukan Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo untuk memenuhi kebutuhan segi 
batiniah/jiwa bagi Anak Pidana adalah dengan memberikan rekreasi. 
Namun rekreasi yang diberikan baru sebatas rekreasi di dalam 
lembaga pemasyarakatan. Walaupun demikian rekreasi tersebut 
dapat dijadikan sebagai ajang bagi Anak Pidana untuk melepas 
kepenatan dan bersenda gurau sesama Warga Binaan 
Pemasyarakatan. Rekreasi berupa menonton televisi juga merupakan 
sarana untuk mendapatkan hiburan dan informasi tentang berita-
berita yang aktual dan perkembangan dunia yang sedang terjadi. 
Dengan adanya pendidikan olah raga dan rekreasi, diharapkan 
mampu membentuk Anak Pidana yang sehat secara lahir maupun 
batin. (wawancara dengan Bapak Bawon selaku  Kasi Bimbingan 
Anak Didik Pemasyarakatan, Selasa, 04 April 2006). 
6. Asimilasi 
Asimilasi merupakan salah satu upaya Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo untuk membaurkan Anak Pidana 
dengan masyarakat agar setelah Anak Pidana bebas tidak canggung 
lagi untuk berbaur kembali ketengah-tengah masyarakat. Asimilasi 
dapat dibagi menjadi dua macam yaitu asimilasi ke dalam dan 
asimilasi ke luar 
 Asimilasi ke dalam dilakukan dengan cara mengundang 
pihak luar seperti Lembaga Pemerintah, LSM-LSM, kalangan 
akademik, tokoh masyarakat untuk melakukan kunjungan. Dengan 
adanya kunjungan-kunjungan tersebut, Anak Pidana merasa bahwa 
masih ada yang mempunyai kepedulian terhadap mereka,sehingga 
akan terdorong hatinya untuk memperbaiki diri. 
 Asimilasi ke luar dapat dilakukan dengan cara melakukan 
olah raga, beribadah atau latihan kerja di luar Lembaga 
Pemasyarakatan, asimilasi keluar juga dapat dilaksanakan dengan 
cara rekreasi di luar Lembaga Pemasyarakatan. 
     Untuk saat ini asimilasi yang dilaksanakan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo baru sebatas asimilasi ke dalam. 
Hal ini disebabkan masih kurangnya profesionalitas petugas 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dan masih kurangnya 
sarana pendukung sehingga bila dilaksanakan dikhawatirkan akan 
meresahkan masyarakat sekitar karena seringkali Anak Pidana 
melakukan perbutan-perbuatan yang menyimpang. Selain itu 
asimilasi tanpa disertai petugas yang professional dan sarana yang 
memadai dapat memberi peluang kaburnya Anak Pidana. 
(wawancara dengan Bapak Bawon selaku Kasi Bimbingan Anak 
Didik Pemasyarakatan, Selasa, 04 April 2006)  
7. Cuti Menjenguk Keluarga (CMK) 
 Untuk mengharmonisasikan kembali hubungan antara orang 
tua/keluarga dengan Anak Pidana, diberikan cuti menjenguk 
keluarga bagi Anak Pidana. Upaya tersebut dilakukan dengan cara 
memberi kesempatan bagi Anak Pidana untuk dapat berkumpul 
bersama keluarga di tempat kediaman keluarganya selama jangka 
waktu dua hari atau 2 x 24 jam (diluar waktu perjalanan). 
8. Pelepasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) 
 Pelepasan bersyarat dilaksanakan berdasarkan ketentuan 
pasal 15 dan pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) serta pasal 14 huruf K Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan. Pelepasan bersyarat diberikan bagi 
Anak Pidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa 
pidana yang dijatuhkan padanya, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) 
bulan. 
 Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelepasan 
bersyarat bagi Anak Pidana adalah sebagai berikut : 
a) Surat pernyataan dari keluarganya bahwa sanggup menerima 
kembali anaknya dengan diketahui pamong praja setempat 
b) Surat keputusan TPP tentang persetujuan lepas bersyarat 
c) Litmas dari keluarganya yang dibuat oleh BAPAS setempat 
d) Litmas dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang bersangkutan 
tentang perkembangan pribadinya 
e) Salinan surat keputusan hakim 
f) Daftar perubahan 
g) Surat keterangan jaksa bahwa tidak ada perkara lain 
h) Surat keterangan dokter 
i) Daftar letter - F 
 Cuti menjelang bebas diberikan pada Anak Pidana yang tidak 
dapat diberikan pelepasan bersyarat karena pendeknya masa pidana 
yang dijatuhkan pada Anak Pidana tersebut. Cuti menjelang bebas 
dilaksanakan dengan perhitungan Anak Pidana yang bersangkutan 
telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dan diberikan 
jangka waktu sama dengan lama remisi yang diperoleh, maksimum 
6 (enam) bulan. 
 Pemberian pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas 
dilaksanakan apabila Anak Pidana yang bersangkutan telah 
memenuhi persyaratan substantif dan persyaratan administratif 
yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 tahun 1999 tanggal 2 Februari 
1999 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti 
Menjelang Bebas. 
                  9. Pelayanan Perpustakaan 
 Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo mempunyai 
sebuah perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh semua warga 
binaan pemasyarakatan. Pelayanan perpustakaan dijadwalkan 
setiap hari Rabu dan Sabtu pada jam kerja. Buku-buku yang ada di 
perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo mash 
sangat terbatas baik dari segi jumlah maupun jenis. Buku-buku 
yang tersedia di perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Kutoarjo antara lain : buku pelajaran SD, buku pelajaran SMP, 
buku pelajaran SMU, buku pengetahuan umum, buku keagamaan, 
buku cerita, majalah, buku keterampilan. 
 Tersedianya perpustakaan di Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Kutoarjo merupakan salah satu upaya untuk memenuhi 
kebutuhan membaca dan meningkatkan minat baca Anak Pidana. 
Dengan memanfaatkan perpustakaan yang ada, Anak Pidana dapat 
memperoleh pengetahuan melalui belajar mandiri yaitu dengan 
membaca buku-buku yang tersedia di perpustakaan.(wawancara 
dengan Bapak Bawon selaku  Kasi Bimbingan Anak Didik 
Pemasyarakatan, Selasa, 04 April 2006).     
 10 .Upaya Harmonisasi Anak Pidana dengan Keluarga atau Badan  
Sosial           
 Sebagai upaya untuk menjalin dan menjaga keharmonisan  
antara Anak Pidana dan keluarganya, Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Kutoarjo memberikan kesempatan bagi keluarga Anak 
Pidana untuk mengunjungi Anak Pidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo setiap hari Senin dan Kamis dari 
pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB di ruang besuk yang 
telah disediakan. 
 Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo juga memberi 
kesempatan kepada seluruh keluarga Anak Pidana dan Warga 
Binaan Pemasyarakatan lainnya untuk berkunjung sehari penuh 
pada saat peringatan Hari Pemasyarakatan setiap tanggal 27 
April. Hal ini dilakukan dalam rangka memeriahkan Hari 
Pemasyarakatan. 
 Selain menjalin keharmonisan antara Anak Pidana dengan 
keluarganya,Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo juga 
melakukan upaya untuk menjalin keharmonisan Anak Pidana 
dengan badan sosial. Badan sosial yang pernah berkunjung ke 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo antara lain: Badan 
Sosial Keagamaan, Lembaga Pemasyarakatan, Perguruan 
Tinggi/ Universitas, Instansi Kesehatan. Bentuk bantuan yang 
diberikan badan sosial tersebut, antara lain berupa: pengobatan 
gratis, sunatan massal, anjang sana, hiburan dan kesenian. 
  Kunjungan-kunjungan tersebut merupakan bentuk 
kepedulian yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri bagi 
Anak Pidana karena mereka merasa masih banyak yang peduli 
dengan mereka dan keberadaan meraka sebagai bagian dari 
masyarakat masih diakui. Hal ini dapat mendorong mereka 
untuk memperbaiki diri dan tetap bersemangat dalam 
menghadapi hidup dan menyongsong masa depan yang lebih 
baik. 
 Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan Anak Pidana, 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menyediakan unsur- 
unsur penunjang sebagai berikut: 
· Pelayanan Kesehatan 
 Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo mempunyai 
sebuah ruangan yang berfungsi untuk melayani dan mengobati 
Anak Pidana yang sedang dalam keadaan sakit atau membutuhkan 
pertolongan kesehatan. Dalam memenuhi pelayanan kesehatan, 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo juga bekerjasama dengan 
Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo melalui Puskesmas 
Kutoarjo untuk memberikan pengobatan dan pengadaan obat-
obatan. 
       Petugas kesehatan dari Puskemas Kutoarjo mengadakan 
pemeriksaan rutin dua kali dalam satu bulan terhadap Anak Pidana. 
Pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan dalam pembinaan karena 
apabila ada Anak Pidana yang sakit dan tidak segera diobati dapat 
menghambat jalannya pembinaan. Dengan adanya pelayanan 
kesehatan maka Anak Pidana yang sakit dapat segera diobati atau 
ditangani sehingga pembinaan dapat berjalan sebagaimana 
mestinya. 
 Anak Pidana yang menderita sakit cukup parah dan harus 
menjalani rawat jalan maupun rawat inap (opname) akan dirujuk ke 
Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo. Biaya pengobatan untuk 
rawat jalan atau rawat inap tersebut akan diberi keringanan dengan 
penggunaan Asuransi Kesehatan (ASKES). 
· Pelayanan Makanan 
 Pelayanan makanan bagi Anak Pidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo diberikan secara rutin 3 (tiga) kali 
sehari sesuai dengan jadwal dan menu yang telah ditetapkan. 
Mengingat usia Anak Pidana yang dalam masa pertumbuhan, 
porsi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan mereka agar 
pemenuhan gizi mereka tercukupi. Pada hari Selasa dan Minggu, 
Anak Pidana diberikan menu makanan tambahan bubur kacang 
hijau. Menu makanan yang diberikan kepada Anak Pidana sama 
seperti menu makanan yang diberikan bagi Anak Didik 
Pemasyarakatan lainnya. Untuk mengetahui lebih jelas menu 
makanan yang diberikan Anak Pidana, dapat dilihat dari daftar 
menu makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga 












                            Tabel III-2 
           Daftar Menu Makanan Warga Binaan  
                                       Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo 

























































































































































































































 Demikian program pembinaan yang dilaksanakan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Dari program 
pembinaan tersebut dapat diketahui bahwa pembinaan terhadap 
Anak Pidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Kutoarjo bertujuan untuk merehabilitas pribadi Anak 
Pidana agar menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat, 
tidak mengulangi kembali kesalahan yang dahulu pernah mereka 
lakukan dan dapat menjadi orang yang lebih baik dari 
sebelumnya. Selain itu pembinaan juga bertujuan untuk 
meresosialisasikan Anak Pidana ke tengah-tengah masyarakat. 
Rehabilitas dan Resosialisasi pribadi Anak Pidana yang 
dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo merupakan 
upaya untuk mewujudkan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana 
yaitu mencegah timbulnya kejahatan. 
 
B. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam   
Mewujudkan Tujuan Akhir  Sistem Peradilan Pidana 
      Keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam 
mewujudkan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya 
kejahatan dapat dilihat dari keberhasilan pembinaan yang telah dilaksanakan. 
Keberhasilan pembinaan terhadap Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Kutoarjo dapat diketahui dari prosentase Anak Pidana yang menjadi 
residivis di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Apabila prosentase 
Anak Pidana yang menjadi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Kutoarjo rendah maka dapat dikatakan pembinaan yang dilaksanakan telah 
berhasil dan sebaliknya apabila prosentase Anak Pidana yang menjadi 
residivis di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo sangat tinggi, dapat 
dikatakan pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Kutoarjo telah gagal.  
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, diperoleh data  
jumlah Anak Pidana yang menjadi residivis di Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Kutoarjo selama kurun waktu 15 bulan, yaitu dari bulan Januari 2005 
sampai dengan  Maret 2006 sebanyak lima orang. Selain itu penulis juga 
memperoleh data statistik  jumlah Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Kutoarjo selema kurun waktu 15 bulan (Januari 2005-Maret 2006) 
sebagai berikut . 
 
Tabel III-3 
Data Statistik Jumlah Anak Pidana  
di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo 
Januari 2005 Sampai Dengan Maret 2006 
Nomor Bulan Tahun Laki-laki Perempuan  
 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 










































































 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Anak 
Pidana setiap bulan berbeda-beda. Oleh karena itu harus terlebih dihitung 
jumlah rata-rata Anak Pidana per bulan. Penghitungan jumlah rata-rata  
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          Untuk menghitung prosentase Anak Pidana yang menjadi residivis 
di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo selama kurun waktu 15 bulan 
(Januari 2005-Maret 2006) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai 
berikut: 
 







                =   
39
5
  x  100%   = 12,8% 
  
Analisis Data 
 Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa prosentase Anak 
Pidana yang menjadi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo 
dalam kurun waktu 15 bulan (Januari 2005 sampai dengan Maret 2006) 
sebesar 12,8%. Hal ini membuktikan bahwa pembinaan dilakukan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo berhasil. 
 Keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam membina 
Anak Pidana membuktikan adanya: 
v Pelaksanaan keterpaduan penegakan hukum antar sub sistem peradilan 
pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pemeriksaan perkara anak 
yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Anak. 
   Landasan hukum yang digunakan dalam periksaan perkara anak 
adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Anak, terdapat perbedaan antara penanganan perkara anak dengan 
penanganan perkara orang dewasa. Adanya perlakuan khusus terhadap 
perkara anak bertujuan agar kepentingan anak dapat dilindungi 
mengingat anak mempunyai pola pikir, mental dan fisik yang berbeda 
dengan orang dewasa. Walaupun terdapat perbedaan dalam penanganan 
perkara anak dengan penanganan perkara orang dewasa, namun 
mekanisme  dalam pemeriksaan perkara anak sama dengan mekanisme 
yang digunakan dalam pemeriksaan perkara orang dewasa. 
  Digunakannnya Undang-Undang Peradilan Anak sebagai 
landasan hukum dalam periksaan perkara anak merupakan penerapan 
asas lex  spesialis derogat  lex generalis yang artinya ketentuan hukum 
khusus mengesampingkan ketentuan umum, dalam hal ini adalah 
pemeriksaan perkara anak  tidak dilandaskan pada KUHAP tetapi 
dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Anak, namun apabila ada ketentuan mengenai proses 
pemeriksaan perkara anak yang belum diatur oleh Undang-Undang 
Peradilan Anak maka digunakan ketentuan dalam KUHAP. Contohnya 
adalah dalam hal penangkapan tersangka perkara anak, digunakan 
ketentuan penangkapan dalam KUHAP dengan tetap memperhatikan 
kepentingan anak . 
 Kepolisian sebagai sub sistem pertama dalam sistem peradilan 
pidana bertugas melakukan penyidikan terhadap perkara anak. Penyidik 
yang berwenang melakukan penyidikan perkara anak adalah penyidik 
anak. Hal ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. 
Proses penyidikan perkara anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan 
agar tidak menimbulkan ketakutan bagi anak yang diperiksa. Maksud 
dari suasana kekeluargaan yaitu penyidik dalam memeriksa anak yang 
berstatus tersangka tidak menggunakan seragam dinas sehari-hari dan 
kata-kata yang digunakan oleh penyidik adalah kata-kata yang mudah 
dimengerti oleh anak sehingga proses pemeriksaan dapat cepat 
diselesaikan.Penyidik juga wajib merahasiakan proses penyidikan 
perkara anak. Selain proses perkara yang wajib dirahasiakan,  berkas 
perkara anak harus dipisah dengan berkas perkara orang dewasa. 
Setelah proses penyidikan selesai, penyidik anak menyerahkan berkas 
perkara anak pada kejaksaan. Kemudian setelah menerima dan 
memeriksa berkas perkara anak dari penyidik anak,  Jaksa yang 
berwenang untuk melakukan penuntutan dalam perkara anak atau 
disebut Penuntut Umum Anak membuat surat dakwaan atas perkara 
tersebut. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum Anak melimpahkan berkas 
perkara ke pengadilan negeri disertai dengan surat dakwaan.  
 Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim 
tunggal. Hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 
(1). Namun untuk dalam hal tertentu seperti perkara anak yang ancaman 
pidananya lebih dari lima tahun dan perkara anak yang pembuktiannya 
sulit maka pemeriksaan perkara anak dilakukan oleh hakim majelis. 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 
Peradilan Anak, Hakim yang berwenang dalam pemeriksaan sidang 
anak adalah hakim anak. Dalam sidang pemeriksaan perkara anak, para 
aparat penegak hukum yang terlibat yaitu hakim, jaksa dan penasehat 
hukum (advokat) tidak diperkenankan memakai toga agar tidak 
memberikan kesan yang menakutkan bagi terdakwa anak. Sidang 
pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup untuk 
umum, namun untuk perkara tertentu, sidang pemeriksaan perkara anak 
dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, misalnya sidang 
periksaan perkara lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Maksud 
dilakukannya sidang tertutup untuk umum dalam perkara anak adalah 
agar terdakwa anak tidak merasa takut atau tertekan saat sidang 
pemeriksaan perkara anak berlangsung karena secara psikologis 
suasana dalam ruang persidangan yang dihadiri oleh hakim, penuntut 
umum, pengacara dan aparat penegak hukum lainnya dapat membuat 
anak merasa tidak nyaman atau menimbulkan rasa takut, sehingga 
apabila pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum 
dikhawatirkan anak akan merasa semakin tertekan, terlebih lagi apabila 
masyarakat umum yang datang dalam persidangan memberikan reaksi 
yang tidak baik. 
 Dalam persidangan perkara anak , terdakwa anak harus 
didampingi oleh orang tua atau walinya mengingat anak masih 
memerlukan perhatian dari orang tuanya. Terdakwa anak juga harus 
didampingi oleh petugas Balai Pemasyarakatan dan orang- orang yang 
dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara anak seperti psikolog, dokter 
dan lain sebagainya agar hak-hak anak dapat dilindungi.  
          Dari proses pemeriksaan di persidangan, hakim harus dapat 
menjatuhkan putusan sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan disertai 
dengan keyakinan hakim. Putusan yang dijatuhkan terhadap perkara 
anak harus dibacakan hakim dalam sidang terbuka untuk umum. 
Terdakwa anak yang terbukti tidak bersalah harus dibebaskan,namun 
apabila anak tersebut terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka 
anak tersebut akan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk 
dibina. Di Lembaga Pemasyarakatan Anak, Anak Pidana diberikan 
pembinaan yang bertujuan untuk merehabilitasi pribadi Anak Pidana 
agar dapat menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. 
 Adanya pelaksanaan keterpaduan penegakan hukum antar sub 
sistem peradilan pidana dalam perkara anak, menunjukkan adanya 
penerapan prinsip diferensiasi fungsional dan penerapan prinsip saling 
koordinasi yang terkandung dalam KUHAP. Prinsip diferensiasi 
fungsional atau prinsip penegasan pembagian tugas dan wewenang 
aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara merupakan 
prinsip yang mendukung terciptanya keterpaduan penegakan hukum 
antar sub sistem peradilan pidana.  
 Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan wewenang kepada 
kepolisian sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan 
penyidikan. Seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 
lembaga pemasyarakatan juga mempunyai tugas dan wewenang 
masing-masing. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewang dalam hal 
penuntutan, pengadilan mempunyai tugas dan wewenang untuk 
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sedangkan lembaga 
pemasyarakatan mempunyai tugas dan wewenang membina narapidana  
atau Anak Didik Pemasyarakatan. Sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya bahwa dalam pemeriksan perkara anak digunakan 
ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Anak maka aparat penegak 
hukum yang berwenang memeriksaan perkara anak mulai dari tingkat 
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai 
pembinaan di lembaga pemasyarakatan,  harus dilakukan oleh orang-
orang yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami 
masalah anak. 
 Selain prinsip diferensiasi fungsional, pelaksanaan keterpaduan 
juga menunjukkan adanya penerapan prinsip saling koordinasi antar sub 
sistem peradilan pidana. Dengan adanya prinsip saling koordinasi maka 
setiap sub sistem peradilan pidana mempunyai keterikatan satu sama 
lain dalam proses penegakan hukum yaitu melakukan koordinasi 
pelaksanaan fungsi dan melaksanakan pengawasan terhadap jalannya 
proses penegakan hukum. Adanya pengawasan antar sub sistem 
peradilan pidana akan memperlancar proses pemeriksan perkara 
sehingga jika ada salah satu sub sistem yang tidak melakukan tugasnya 
dengan baik dan menghambat jalannya proses pemeriksaan perkara 
maka sub sistem lainnya dapat mengambil tindakan untuk mengatasi 
masalah tersebut sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan 
sebagaimana mestinya dan proses pemeriksaan perkara dapat segera 
diselesaikan. 
v Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo memperhatikan komponen-
komponen penting dalam pembinaan. 
Berdasarkan pengertian Sistem Pemasyarakatan dalam Pasal 1 
angka 2  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah tatanan 
mengenai arah, batasan serta cara  pembinaan Warga Binaan 
berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 
pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki 
diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 
kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 
 Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga 
komponen penting yang menentukan keberhasilan dalam pembinaan 
Anak Pidana, yaitu : petugas pembina, Anak Pidana dan masyarakat. 
Ketiga komponen tersebut harus mengetahui hakekat dari pembinaan  
dan tujuan pembinaan yang diberikan. Agar pembinaan dapat berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan, ketiga komponen tersebut harus saling 
bekerjasama dan saling terbuka dalam memberikan informasi. Dengan 
adanya komunikasi yang baik antara ketiga komponen tersebut maka 
dapat diketahui hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam 
pembinaan untuk kemudian dicari solusinya, dengan demikian 
pembinaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan optimal. 
 Petugas sebagai salah satu komponen penting dalam pembinaan 
harus mengetahui apa saja tugas yang harus dilaksanakan dan 
melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan 
dedikasi yang tinggi. Petugas juga harus mempunyai pengetahuan yang 
baik dalam pembinaan Anak  Pidana agar apabila dalam pembinaan 
terdapat hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan, dapat 
segera diatasi dengan baik sehingga pembinaan dapat berjalan 
sebagaimana mestinya Selain itu juga dibutuhkan niat tulus petugas 
dalam memberikan pembinaan terhadap Anak Pidana seperti layaknya 
orang tua dengan anak sehingga pembinaan yang diberikan dapat 
berjalan dengan baik. 
 Disamping petugas pembina,Anak Pidana juga mempunyai 
peranan yang penting dalam menentukan keberhasilan pembinaan 
karena pembinaan yang diberikan bertitik tolak dari kesadaran diri 
Anak Pidana. Dengan adanya kesadaran dalam diri anak Pidana maka 
Anak Pidana dapat mengenal dirinya sendiri dan mengetahui potensi 
yang terdapat dalam diri mereka.  Hal tersebut akan membuat Anak 
Pidana mempunyai tekad dalam dirinya untuk tidak mengulangi 
kembali kesalahan yang pernah mereka perbuat. Kesadaran yang ada 
dalam diri Anak Pidana akan menjadikan Anak Pidana sebagai orang 
yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, nusa, bangsa dan agama. 
 Komponen yang tidak kalah penting dalam menentukan 
keberhasilan pembinaan adalah masyarakat. Setelah Anak Pidana bebas 
dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka akan membaur kembali ke 
tengah-tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan 
tidak hanya sebatas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan saja, harus 
ada pembinaan lanjutan di masyarakat. Masyarakat mempunyai 
tanggung jawab bagi kelangsungan kehidupan sosial bagi Anak Pidana. 
Penerimaan masyarakat terhadap bekas Anak Pidana tidak hanya 
sekedar menerimanya sebagai anggota keluarga atau anggota 
masyarakat lingkungannya, masyarakat harus menerima bekas Anak 
Pidana dengan hati yang tulus tanpa ada prasangka buruk terhadap 
bekas Anak Pidana. 
v Tujuan pemidanaan yang digunakan dalam pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menganut teori campuran. 
 Berdasarkan teori campuran, tujuan dijatuhkannya pidana adalah 
selain untuk membalas perbuatan pelaku tindak pidana juga bertujuan 
untuk sesuatu yang bermanfaat yaitu mengayomi masyarakat agar tidak 
melakukan tindak pidana dan untuk  memperbaiki pribadi pelaku tindak 
pidana sehingga niat buruk pelaku tindak pidana untuk mengulangi 
tindak pidana yang pernah dilakukannya dapat dicegah. Pembinaan 
yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo selain 
untuk membalas perbuatan yang telah dilakukan Anak Pidana agar 
Anak Pidana jera, pembinaan juga bertujuan untuk memperbaiki pribadi 
anak pidana serta mengayomi masyarakat.  
 Kesan pembalasan dalam pembinaan Anak Pidana yang 
dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo  dapat 
dilihat dari adanya pengawasan yang ketat dari para petugas pembina. 
Adanya jadwal harian yang ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan 
Anak menyebabkan anak pidana tidak dapat bertindak sesuka mereka 
seperti halnya di rumah. Dengan demikian Anak Pidana akan merasa 
terenggut kebebasannya sehingga dia tidak akan mengulangi kesalahan 
yang pernah diperbuatnya. 
 Pembinaan anak pidana yang dilaksanakan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo merrupakan upaya untuk memperbaiki 
pribadi Anak Pidana agar Anak Pidana dapat menjadi orang yang lebih 
baik dari sebelumnya. Pembinaan yang diberikan Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo adalah pembinaan yang bersifat 
edukatif  dan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Pendekatan yang 
digunakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo 
dalam membina Anak Pidana adalah pendekatan layaknya orang tua 
dengan anaknya sehingga Anak Pidana tidak merasa ketakutan karena 
mendapat tekanan baik fisik maupun mental dari petugas Pembina dan 
akan menjadikan Anak Pidana patuh terhadap peraturan yang ada. 
Petugas pembina juga sering memberikan konsultasi kepada anak 
pidana sehingga anak pidana dapat mengutarakan apa yang dirasakan 
selama berada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Dengan adanya 
konsultasi  tersebut maka dapat diketahui apa saja yang menjadi 
hambatan-hambatan dalam pembinaan untuk kemudian dicari 
solusinya. 
  Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembinaan 
Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo juga 
bertujuan agar masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak 
pidana. Penempatan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai 
bentuk perampasan kemerdekaan, merupakan upaya pengayoman yang 
ditujukan bagi seluruh kalangan masyarakat, terutama kalangan anak- 
anak agar mereka yang masih dibawah umur tidak melakukan tindak 
pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh anak-anak seusia 
mereka. 
 Keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo 
membuktikan bahwa pembinaan yang diberikan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo telah mampu mendorong kesadaran 
hati Anak Pidana untuk tidak mengulangi tindak pidana yang pernah 
mereka lakukan. Dengan demikian berarti Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Kutoarjo dalam melaksanakan peranannya terbukti telah berhasil 







P E N U T U P 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka 
penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Bahwa Peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam 
pembinaan Anak Pidana menurut kesatuan konsep Sistem Peradilan 
Pidana adalah memberikan pembinaan sesuai dengan Pancasila, UUD 
1945,prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan dan sistem penbinaan 
pemasyarakatan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 
Pemasyarakatan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan akhir Sistem 
Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan. 
2. Bahwa keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam 
melaksanakan peranannya telah berhasil mewujudkan tujuan akhir Sistem 
Peradilan Pidana. Hal ini dapat dibuktikan dari prosentase Anak Pidana 
yang menjadi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam 




 Agar peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam Pembinaan 
Anak Pidana menurut perspektif kesatuan konsep Sistem Peradilan Pidana 
dapat berjalan lebih baik lagi, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut 
: 
1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas petugas pembina di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dengan cara mengikutsertakan petugas 
pembina dalam kegiatan pelatihan-pelatihan, penataran-penataran atau 
seminar-seminar yang berkaitan dengan pembinaan anak sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas dalam membina anak 
pidana. 
2. Memberikan pembinaan keterampilan yang lebih bervariasi sesuai dengan 
perkembangan saat ini sebagai bekal bagi anak pidana di kemudian hari. 
3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, baik instansi 
pemerintah maupun instansi swasta agar pembinaan yang diberikan dapat 
lebih mencapai hasil yang lebih optimal. 
4. Melibatkan peran serta orang tua dalam pembinaan anak pidana sehingga 
pembinaan dapat berjalan dengan baik. 
5. Mengikutsertakan masyarakat dari berbagai lapisan untuk berperan serta 
dalam menunjang pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana. Agar 
anak pidana merasa dibutuhkan oleh masyarakat sehingga anak pidana 
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